SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI DHARMASRAYA,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah  (RPJMD) sebagai dokumen
perencanaan lima tahunan daerah;

bahwa sesuai dengan Pasal 150 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun

2010 - 2015;



Mengingat

—_

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4348);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 - 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri
Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/M
PPN/04/2010, Nomor: PMK/95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah  (RPJMD), dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014;



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah  Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10
Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah  Kabupaten Dharmasraya
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);



23.

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 - 2015



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya dan
Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah unit kerja/lembaga pada Pemerintah Daerah
yang bertanggungjawab kepada Bupati yang terdiri atas
Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Kecamatan sesuai
dengan kebutuhan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut
Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun-tahun Dberikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan
yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
Indikator kinerja adalah alat ukur wuntuk menilai
keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku
kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
daerah.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



(1)

(2)

(3)

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2010- 2015.

RPJMD Tahun 2010-2015 scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan :

a. Penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati ke dalam
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program
prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah,
dengan mempertimbangkan RPJPD Dharmasraya;

b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah
sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku
pembangunan daerah dalam melaksanakan program
pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan
yang ditetapkan.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,

kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2010-2015 adalah untuk memayungi

serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka

menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah,

swasta dan masyarakat .



Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2010-2015 adalah sebagai pedoman

dalam:

a. menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan
umum pembangunan daerah serta merumuskan program
prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme
perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan
lancar, terpadu, singkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi
dan karakteristik Daerah; dan

b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra ) SKPD dan RKPD;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5
(1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2010-2015 meliputi
Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan
serta Prioritas dan Program Strategis Bupati disertai dengan
rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
(2) RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Bupati

pada akhir masa jabatan.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 6
(1) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan
menjabarkan RPJMD ini ke dalam Renstra SKPD tahun 2010 -

2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.



(2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap
tahun dijabarkan dalam bentuk Renja Tahunan SKPD.

Pasal 7

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap tahun
dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.

Pasal 8

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

BAB 11 : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Daerah

BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai

Kebutuhan Pendanaan
BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

10



(2) Rincian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas
pelaksanaan RPJMD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
untuk menghindarkan kekosongan perencanaan pembangunan
daerah, Bupati yang sedang menjabat, pada tahun terakhir
masa jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa
jabatan Bupati berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati

berikutnya.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung

pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. BUSRA, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19540204 198003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 NOMOR 1

Salinan sesuaj ngan aslinga

Nip. 19611126 198703 1 OO2
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 - 2015

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah, sehingga  Perencanan
Pembangunan Daerah perlu adanya kesepakatan antara

Pemerintah Daerah dan DPRD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai
daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah
terpilih, yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang
direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas
kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan /

kapasitas keuangan Daerah.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan
tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah,
kondisi perekonomian daerah, dan pendanaan yang bersifat

indikatif.
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Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun dari tahun
2010 sampai dengan tahun 2015, namun untuk mengindari
kekosongan rencana pembangunan daerah pada tahun
terakhir periode 2010-2015, maka Bupati terpilih periode
berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk
menyempurnakan RKPD melalui mekanisme perubahan APBD,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam upaya mendapatkan RPJMD yang dapat
mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka
waktu lima tahun, maka penyusunannya dilakukan secara
komprehensif dan lintas pemangku kepentingan
pembangunan. Yang tahapannya sebagai berikut :

Pertama, Penyiapan rancangan awal RPJMD yang memuat
gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program Bupati
terpilih.

Kedua, Penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat =~ Daerah  (Renstra-SKPD)  bertujuan  untuk
merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Bupati
terpilih.

Ketiga, Penyusunan Rancangan RPJMD merupakan upaya
mengintegrasikan rancangan awal RPJMD dengan Renstra-
SKPD yang menghasilkan rancangan RPJMD.

Keempat, Musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) jangka menengah daerah, guna memperoleh
berbagai masukan dan komitmen dari seluruh pemangku

kepentingan pembangunan atas rancangan RPJMD.
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II.

Kelima, Penyusunan Rancangan akhir RPJMD dimana seluruh
masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah
Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan Rancangan
RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD.

Keenam, Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud RKPD dan APBD tahun pertama adalah
RKPD dan APBD tahun 2016, Bupati terpilih periode
berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas
untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun
pertama pemerintahannya melalui mekanisme

perubahan APBD.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan RKPD adalah Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan
penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan
dari Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunCukup
jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 32

Salinan sesuaj fengan aslinga

NfP.l‘?éJ—J—J—Zé 1987035 1 oo=2
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